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BULAN suci Ramadan

1444 H tahun ini, bagi kaum

muslimin Indonesia berbeda

dengan Ramadan sebelum-

nya, karena bertepatan de-

ngan tahapan penyeleng-

garaan Pemilu yang akan di-

lakukan secara serentak di

negeri ini, tepatnya 4

Februari 2024 mendatang.

Saat ini tahapan yang te-

ngah berlangsung adalah

penyusunan daftar pemilih

dan verifikasi faktual pendukung calon

perseorangan atau Dewan Perwakilan

Daerah (DPD).

Bila dilihat dari sisi agenda rutin agama

dan nasional, ada nuansa puasa dan nu-

ansa politik dalam Bulan Ramadan tahun

ini secara filosofis mengandung makna luar

biasa, kalau mau direnungkan bersama.

Bahwa Ramadan merupakan bulan yang

suci dan disucikan, penuh rahmat, berkah,

maghfirah, dan bulan untuk kontemplasi

guna menempa dan perenungan diri atas

hal-hal yang dilakukan dalam sebelas bu-

lan sebelumnya disebabkan minim bahkan

tidak membawa kebaikan diri. Selanjutnya

nuansa politik kurang lebih sama,  sebab ini

bulan Ramadan maka seharusnya digu-

nakan aktivitas politik yang santun dan

mencerahkan serta membawa kebaikan.

Melihat tujuan akhir dari berpuasa adalah

menuju ketakwaan, sebagaimana firman

Allah Swt dalam QS Al-baqarah 183, di

mana Allah menyatakan Ya Ayyuhal

Ladziina aamanu kutiba alaikum ash-shiya-

mu kama kutiba ala ladziina min qoblikum

la�allakum tattaqun yang artinya "wahai

orang-orang yang beriman! Diwajibkan

atas kamu berpuasa sebagaimana diwa-

jibkan atas orang sebelum kamu agar ka-

mu bertakwa." Sebagaimana ayat tersebut,

intisari tujuan berpuasa (baca: Ramadan)

adalah menuju ketaqwaan. Taqwa sendiri

secara sederhana mempunyai makna

melaksanakan perintah dan meninggalkan

larangan Allah Swt. Kalau ditarik ke dalam

dimensi yang komprehensif,

maka yang disebut dengan

taqwa adalah implementasi

nilai transendental ke dalam

ruang kehidupan dengan

perwujudan sebuah kejuju-

ran, tanggung jawab, jiwa

spiritualitas al-khauf minal

jalil (rasa takut), dan selalu

merasa terawasi oleh sang

Kholiq.

Dalam konteks berpolitik,

sesungguhnya puasa men-

gajarkan kepada kehati-hatian manusia,

baik dalam bersikap, bertindak, dan bert-

ingkah laku agar selalu dalam jalur ke-

baikan. Berpolitik sah-sah saja dilakukan

bahkan di tengah puasa Ramadan, namun

yang perlu digarisbawahi bagaimana

puasa politisi itu senantiasa mengede-

pankan kesantunan dan keberadaban.

Orang yang berpuasa, termasuk politisi, di-

harapkan mampu untuk berperilaku tidak

melanggar kewajiban dan kewenangan,

koruptif, flexing (pamer kekayaan) dan

membingkai aktivitas kehidupannya de-

ngan spirit ketaqwaan yang diterjemahkan

sebagai nilai kejujuran, rendah hati, dan

peduli sehingga melahirkan pribadi yang

santun dan spirit keadilan yang diter-

jemahkan dengan amanah, toleran, dan

terbuka.

Jika kita amati serius, perilaku politisi kita

yang kurang beradab bisa diakibatkan oleh

runtuhnya ketaqwaan mereka sebagaimana

tujuan puasa, la�allakum tattaqun, yakni

menjadi orang yang bertaqwa dengan

segala indikator di dalamnya. Selama politisi

mampu menjaga ketaqwaannya, kejujuran

tetap dikedepankan, tanggung jawab terpa-

tri, rasa takut berbuat tidak adil tertempa, dan

selalu merasa terpantau Tuhan (mu-

raqabah), maka mereka akan menjadi

manusia seutuhnya. Kalau demikian, maka

akan kita dapatkan para politisi kita be-

rakhlak dan berkeadaban. Amin..(*)-f

M Abdul Karim Mustofa, Ketua

Bawaslu Kabupaten Sleman.

KAMPANYE DI MEDIA SOSIAL

KPU-Bawaslu Perlu Buat Peraturan Teknis

Hal tersebut merupakan salah satu

rekomendasi yang dirumuskan TII

berdasarkan hasil penelitian mereka

bertema Penataan Regulasi Kam-

panye Politik di Medsos Jelang

Pemilu dan Pilkada Serentak 2024

yang Informatif dan Edukatif dengan

menerapkan pendekatan regulasi.

"KPU dan Bawaslu perlu membuat

peraturan teknis untuk pemilu dan

pilkada yang secara spesifik mengatur

kampanye politik di medsos dan

menyelaraskan peraturan-peraturan

yang telah ada," kata Direktur

Eksekutif TII Adinda Tenriangke

Muchtar dalam keterangan tertulis-

nya, Selasa (11/4).

Hasil penelitian tersebut telah di-

sampaikan secara langsung oleh TII

kepada KPU RI dalam audiensinya,

kemarin. Dalam kesempatan itu, kun-

jungan TII disambut anggota KPU RI

August Mellaz.

Mellaz mengapresiasi hasil peneli-

tian TII tersebut. Menurutnya, hasil

penelitian TII relevan dengan kebu-

tuhan KPU untuk mendapatkan ma-

sukan dalam membuat Rancangan

Peraturan KPU tentang Kampanye.

Selain merekomendasikan pem-

buatan peraturan teknis yang meng-

atur kampanye politik di media sosial,

TII juga merekomendasikan Bawaslu

untuk memperkuat penegakan sanksi

administratif atas pelanggaran kam-

panye politik di medsos.

"Misalnya, dengan mengumumkan

kepada publik secara berkala tentang

kasus pelanggaran kampanye di med-

sos dan mengeluarkan peringatan

kepada peserta yang melanggar per-

aturan kampanye," ucap Adinda.

Berikutnya, TII juga merekomen-

dasikan agar KPU dan Bawaslu

mengoptimalkan sosialisasi mengenai

aturan kampanye politik di medsos

kepada peserta pemilu. Dengan

demikian, mereka dapat mematuhi-

nya secara baik. (Ant)-f

JAKARTA (KR) - The Indonesian Institute (TII) mereko-
mendasikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan Badan
Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI untuk membuat peraturan tek-
nis yang spesifik mengatur kampanye politik di media sosial
(medsos) di tengah penyelenggaraan pemilu dan pilkada. 

SOAL TRANSAKSI MENCURIGAKAN DI KEMENKEU

Mahfud-Sri Mulyani Tak Ada Perbedaan Data
JAKARTA (KR) - Menteri Koor-

dinator Bidang Politik, Hukum dan

Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud

MD membeberkan tujuh poin penting

terkait transaksi mencurigakan senilai

Rp 349 triliun di lingkungan Kemen-

terian Keuangan (Kemenkeu).

Mahfud MD menyebutkan, pertama,

adalah tidak ada perbedaan data antara

Ketua Komite Tindak Pidana Pencu-

cian Uang (TPPU) dalam Rapat Dengar

Pendapat Umum (RDPU) Komisi III

DPR tanggal 29 Maret 2023 dan

Menkeu dalam RDPU Komisi XI DPR

pada tanggal 27 Maret 2023. "Karena

berasal dari sumber data yang sama,

yaitu data agregat Laporan Hasil Ana-

lisis (LHA)/Laporan Hasil Pemeriksaan

(LHP) PPATK Tahun 2009-2023," kata

Mahfud dalam Raker dengan Komisi III

DPR RI di Jakarta, Selasa (11/4).

Lebih lanjut, Ketua Komite TPPU

telah mencantumkan semua LHA/LHP

yang melibatkan pegawai Kemenkeu,

baik LHA/LHP yang dikirimkan ke

Kemenkeu maupun yang dikirimkan

ke aparat penegak hukum (APH).

Sementara itu, Kemenkeu hanya men-

cantumkan LHA/LHP yang diterima

dengan tidak mencantumkan

LHA/LHPyang dikirimkan ke APH ter-

kait dengan pegawai Kemenkeu.1

Kedua, lanjut Mahfud, dari 300 la-

poran hasil analisis atau laporan hasil

pemeriksaan sebagian sudah ditindak-

lanjuti, sebagian lainnya masih dalam

penyelesaian.

Ketiga, Kemenkeu telah menyele-

saikan sebagian besar laporan hasil

analisis atau laporan hasil pemerik-

saan yang terkait dengan tindakan ad-

ministrasi terhadap aparatur sipil ne-

gara Kemenkeu sesuai dengan

Ketentuan II No 5 Tahun 2014 tentang

Aparatur Sipil Negara (ASN) juncto PP

No 94 Tahun 2023 tentangan Disiplin

Pegawai Negeri Sipil (PNS).

"Keempat, Kemenkeu akan terus

menindaklanjuti dugaan terjadinya tin-

dak pidana asal (TPA) dan TPPU yang

belum sepenuhnya dilakukan sesuai

ketentuan UU No 8 Tahun 2010 ten-

tang Pencegahan dan Pemberantasan

TPPU akan bekerja sama dengan

PPATK dan APH," tambah Mahfud.

Kelima, untuk LHP dengan nilai

transaksi agregat Rp 189.273.872.

395.172,00  yang disampaikan Ketua

Komite TPPU di Komisi III DPR pada

tanggal 29 Maret 2023 dan dijelaskan

Menkeu di Komisi XI DPR pada tang-

gal 27 Maret 2023 telah dilakukan

langkah hukum terhadap TPA-nya dan

telah menghasilkan putusan pengadil-

an hingga peninjauan kembali (PK).

Keenam, Komite TPPU segera mem-

bentuk tim gabungan/satgas yang me-

lakukan supervisi untuk menindaklan-

juti keseluruhan LHA/LHP dengan ni-

lai agregat sebesar Rp 349.874.

187.502.987,00 dan mendorong case

building.

Mahfud menuturkan, tim gabun-

gan/satgas akan melibatkan PPATK,

Ditjen Pajak, Ditjen Bea dan Cukai,

Bareskrim Polri, Pidsus Kejagung,

Bidang Pengawasan OJK, BIN dan

Kemenko Polhukam.

Ketujuh, komite dan tim satgas akan

bekerja secara profesional, transparan

dan akuntabel. (Ant)-f


